
Menimbang 

Mengingat 

4 

BUPATI MALUKU TENGAH 
PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 

NOMOR 55 TAHUN 2021  

TENTANG 

PEMBENTUKAN NEGERI PERSIAPAN 
ADMINISTRATIF SIMALOUW KECAMATAN AMAHAI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUKU TENGAH, 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2 0 1 7  tentang Penataan 
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pembentukan Negeri Persiapan Administratif Simalouw 
Kecamatan Amahai; 

1 .  Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam 
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1 1 1 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2645); 

2 .  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4  ten tang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4  
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5495); 

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014  tentang Pcmerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4  
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2 0 1 5  tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014  tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 157,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 17 ;  
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5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017  
tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 155); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN NEGERI 
PERSIAPAN ADMINISTRATIF SIMALOUW KECAMATAN AMAHAI. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah. 
4. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang 

bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan 
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Negeri Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Negeri 
yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi 
Negeri baru. 

6. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan 
Perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggara 
urusan Pemerintahan Negeri dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

7. Penjabat Kepala Pemerintah Negeri adalah seorang pejabat 
yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak 
dan kewenangan serta kewajiban Kepala Pemerintah Negeri 
dalam kurung waktu tertentu. 

8. Saniri Negeri adalah lembaga atau badan yang merupakan 
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Negeri dan sebagai unsur Penyelenggaraan 
Pemerintahan Negeri, berfungsi sebagai Badan Legislatif 
yang bersarna-sama Kepala Pemerintah Negeri membentuk 
Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas-tugas dari 
Kepala Pemerintah Negeri serta merupakan badan yang 
mendampingi Kepala Pemerintah Negeri dalam memimpin 
Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya. 

9. Badan Permusyawaratan Negeri yang selanjutnya disingkat 
BPN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Negeri berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 
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I 0 .  Musyawnrah Ncgen a d a l a h  munyawrah antana tam±n 

Negri/PN, Pemenintah Ncgrr dan tokoh mayankat yang 
disclcnggarnkan olrh Saniri  Ncgrri/BPN u n t u k  mrtrpaka 
hal-hal  yang bcrsifnt stratrgis 

1 1 .  Pembentukan Ncgcri a d a l a h  t indakan mcngadakan irger 
baru di luar Ncgeri yang ada. 

12 .  Maksud dari pcmbentukan Ncgcri Persiapan Admintrat i f  
adalah untuk meningkatkan kemampuan pcnyclenggaran 
Pemcrintahan Negeri sccara berdaya guna d a n  berhail gura 
serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tirgat 
perkembangan dan kemajuan pembangunan. 

1 3 .  Tujuan dan pembentukan Negeri Persiapan Administratif 
adalah:  
a. Mewujudkan efcktifitas penyclcnggaraan Pemerintahar 

Negeri; 
b. Memperccpat pcningkatan kescjahteraan masyarant 

Ncgeri; 
c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan p u b l i k ,  

d .  Meningkatkan kualitas tata kclola Pererintahan Negeri; 
dan 

e. Meningkatkan daya saing Ncgcri. 

BAB I I  
PEMBENTUKAN NEGERI PERSIAPAN ADMINISTRATIF 

Bagian Kesatu 
Nama Negeri dan Batas Neger 

Pasal 2 
( 1 )  N ama  Negeri Persiapan Administratif yang dibentuk adalah 

Negeri Persiapan Administratif Simalouw. 

(2) Negeri Persiapan Administratif Simalow sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( I )  adalah pemekaran dari Negeri Sepa 
Kecamatan Amahai. 

(3) Batas administratif Negeri Persiapan Administratif Simalouw 
adalah sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Negeri Sepa; 
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Negeri Sepa; 
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Sepa; dan 
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Sepa. 

Bagian Kedua 
Cakupan Wilayah 

Pasal 3 

Negeri Persiapan Administratif Simalouw berasal dari N, : 
Se 'aln te rd i  de  'a  "en epa yang aw 1ya te r li r i  lari Wilayah Dusan Simalouw_ 

Pasal 4 

Dengan dibentuknya Negeri Persiapan Administratif S e.  ~  

pcbagnirana diraksud dalam Pasal 2, maka wt,_"alaw 
Sepa dalam penyelenggaraau ugas dan wewe,'" eger 
pemerintuhun dan pembangunan dikuranu '8 hhdang 
dirukud dalum asal 33. '8 mrlga8mane 
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Bagian Ketiga 
Peta Wilayah Negeri Persiapan Administratif 

Pasal 5 

Batas Wilayah Negeri Persiapan Administratif Simalouw 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

PEMERINTAHAN NEGERI PERSIAPAN ADMINISTRATIF 

Pasal 6 

( 1 )  Untuk memimpin jalannya pemerintahan Negeri Persiapan 
Administratif Simalouw, Bupati mengangkat Penjabat Kepala 
Pemerintah Negeri Persiapan Administratif setelah 
mendapatkan rekomendasi dan kode register Negeri 
Persiapan Administratif dari Gubemur Maluku. 

(2) Penjabat Kepala Negeri Persiapan Administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  berasal dari unsur Pegawai Negeri 
Sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 
(satu) tahun. 

(3) Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Persiapan Administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  memiliki kewenangan 
melaksanakan persiapan pembentukan Negeri definitif. 

(4) Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  mempunyai tugas 
melaksanakan pembentukan Negeri Persiapan mel iputi :  
a. Penetapan batas wilayah Negeri sesuai dengan kaidah 

kartografis; 

b. Pengelolaan anggaran operasional Negeri Persiapan yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri 
induk; 

c. Pembentukan Struktur Organisasi; 
d. Pengangkatan Perangkat Negeri; 
e. Persiapan fasilitas dasar bagi penduduk Negeri; 
f. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan 

Negeri; 

g. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi 
inventarisasi pertanahan serta pengembangan saran 
ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan a 

h. Pembukaan akses perhubungan antar Negeri. 
(5) Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Persiapan Administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  bertanggung jawab 
kepada Bupati. 

BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal 7 

( 1 )  Bupati melalui Perangkat Daerah yang bid: .: 
P 

· tah · mem an emerini an Negeri melakukan pembi: 't 

Pegawasan terhadap penyelenggaraan Pemeit[,[;""; an 
yang baru dibentuk berdasarkan peraturan egeri undangan. perundnng 
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(2) Camat melakukan pembinaan clan pengawasan m e l a l u i :  
a. Fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan 

ruang Negeri serta penetapan dan penegasan batas 
Negeri; 

b. Fasilitasi pelaksanaan musyawarah Negeri; clan 
c. Fasilitasi permasalahan yang timbul dalam pemekaran 

Negeri. 
(3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dan ayat (2) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) 
tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati 
ini diundangkan. 

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 
dasar pertirnbangan Pemerintah Daerah untuk rnenentukan 
status Negeri yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 .  

BAB V 
PEMBIAYAAN 

Pasal 8 

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan 
pernerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan 
kernasyarakatan pada Negeri Persiapan Adrninistratif Sirnalouw 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri 
Induk. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya 
dalarn Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 

Ditetapkan di Masohi 
pada tanggal 4 pesenber 29) 

<TIMALUKU TENGAH, [/ 

Diundangkan di Masohi pada tanggal 4 Deseber 2021 

fsEKRETARIS DAERAH MALUKU T 

KA.. RAKIB SAHUBA WA 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 565 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 
NOMOR 55 TAHUN 2021 
TANGGAL : 4 Desenber 2021 

TENTANG : PEMBENTUKAN NEGERI PERSIAPAN ADMINISTRATIF SIMALOUW KECAMATAN AMAHAI 
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